Dugaan Korupsi Bantuan 3.000 Alat Rapid Test,
Kadinkes di Riau Ditangkap Polisi

Sumber Gambar: https://nasional.kompas.com

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menangkap
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, berinisial MH.
Penangkapan terhadap MH dilakukan atas dugaan kasus korupsi bantuan alat rapid test
Covid-109.

Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan bahwa MH telah
ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. "Pemeriksaan terhadap Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti berinisial MH dilakukan pada Jumat
(17/9/2021), kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan,” ujar
Agung saat diwawancarai wartawan di Markas Polda Riau di Jalan Pattimura, Kota
Pekanbaru, Senin (20/9/2021). Agung menjelaskan, MH menilap barang milik negara
berupa alat rapid test Covid-19 sebanyak 3.000 unit.

Padahal, alat kesehatan itu mestinya diperuntukkan Kantor Kesehatan Pelabuhan
(KKP) untuk Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti. "Tersangka tidak pernah melaporkan
ke bagian aset BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) maupun
pengurus barang pada Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti dan disimpan di klinik pribadi
tersangka. Seharusnya alat rapid test tersebut disimpan pada instalasi farmasi,” kata
Agung. Lalu, alat kesehatan itu sebagian sudah distribusikan, tetapi sebagian dijual
kepada masyarakat di klinik miliknya untuk kepentingan pribadi.
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"Tersangka menyelewengkan bantuan alat rapid test dan dijual di klinik miliknya
untuk kepentingan pribadi. Sebagian memang sudah ada yang didistribusikan secara
gratis, dan sebagian dikomersialkan,” kata Agung. Pihaknya mengaku saat ini masih
melakukan penghitungan kerugian negara.

Dijual dengan harga Rp150.000,00

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ferry
Irawan mengatakan, Kadinkes Kepulauan Meranti ditangkap atas laporan dari
masyarakat. Pelaku diketahui menjual alat rapid test yang semestinya untuk
didistribusikan secara gratis ke masyarakat melalui fasilitas kesehatan. Kasus ini awalnya
ditangani oleh Polres Kepulauan Meranti, tetapi kelanjutannya diambil alih oleh
Ditreskrimsus Polda Riau.

"Dari awal pelaku memang sudah menyalahi aturan. Sebab, bantuan alat rapid test
itu tidak ditempatkan di fasilitas kesehatan pemerintah, melainkan di klinik pribadi
pelaku,” kata Ferry saat diwawancarai Kompas.com, Senin. Ferry mengatakan, pelaku
menjual alat rapid test dari kliniknya dengan harga Rp150.000,00 per unit. Sejauh ini,
penyidik masih mendalami motif pelaku melakukan korupsi alat kesehatan tersebut.
"Motifnya masih kami dalami. Yang jelas, yang bersangkutan menjual alat rapid test
untuk kepentingan pribadi," jelas Ferry.

la menyebutkan, pelaku dijerat dengan Pasal 9 dan Pasal 10 tentang korupsi,
dengan ancaman 5 sampai 20 tahun penjara. (it)

Sumber Berita:

1. https://regional.kompas.com/read/2021/09/20/095759278/dugaan-korupsi-bantuan-
3000-alat-rapid-test-kadinkes-di-riau-ditangkap, tanggal 20 September 2021.

2. https://daerah.sindonews.com/read/545618/174/selewengkan-3000-unit-alat-rapid-
test-kadiskes-kepulauan-meranti-ditahan, tanggal 20 September 2021.

Catatan:

Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
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perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling
sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau
orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara
terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau
daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang

selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan
di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat
tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat
tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau 3



Kerugian Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan
melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

a. ada perbuatan melawan hukum;

b. ada kesalahan;

c. ada kerugian;

d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Tersangka
Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara

Pidana (UU KUHAP)

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 17 bahwa: “Yang dimaksud dengan "bukti
permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana
sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan
tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang
betu-betul melakukan tindak pidana.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(UU KPK)

Pasal 44 ayat (2)

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-
kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang
diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau
optik.

Penahanan

UuU KUHAP

Pasal 1 angka 21

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik,
atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 20 ayat (1)
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21 ayat (1)
Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau
terdakwa yag diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,

dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau
terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau
mengulangi tindak pidana.
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